
 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa antara jamaah dan travel 

perjalanan umroh di Provinsi Bengkulu, terdiri dari: (1) ketidakjelasan 

informasi (keterlambatan keberangkatan), (2) ketidakamanan layanan 

(pembatalan keberangkatan sepihak dari pihak travel umroh), (3) tidak 

terpenuhinya layanan sesuai kesepakatan (ketidaksesuaian fasilitas dan 

sarana yang diberikan selama perjalanan umroh), (4) tidak adanya 

kompensasi atas kerugian (tidak terdapat dana pengembalian dari 

kerugian yang didapatkan jamaah umroh selama perjalanan umroh), 

dan (5) praktik ilegal penyedia layanan jasa (operasional travel umroh 

tidak terdaftar resmi). 

2. Secara umum, bentuk kewenangan Kantor Wilayah Kementerian 

Agama dan Kepolisian Daerah dalam penyelesaian sengketa antara 

jamaah dan travel perjalanan umroh di Provinsi Bengkulu bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah umroh, menanggulangi 

masalah, menciptakan keadilan, dan menyelesaikan konflik. 

Sedangkan secara khususnya, sebagai berikut: (1) Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu: (a) melakukan 

pengawasan dan pembinaan penyelenggara umroh, (b) memediasi 

sengketa jamaah dan travel perjalanan umrah, (c) mengatur 

penyelenggara perjalanan umrah, (d) memberi sanksi, (e) melakukan 

pengawasan dana umrah, dan (f) memberikan pendidikan dan 

bimbingan teknis; dan (2) Kepolisian Daerah sebagai berikut: (a) 

menghukum pelaku penipuan dan penyalahgunaan dana, (b) 
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menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan ke pengadilan, (c) 

mencegah dan menerima laporan atas praktik-praktik kecurangan, (d) 

melindungi masyarakat dari kejahatan terorganisir, dan (e) melakukan 

kerjasama dengan instansi lain.  

3. Bentuk kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan 

Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa 

penyelenggaraan umrah dalam perspektif maqāṣid syarī„ah telah 

menunjukkan integrasi kuat dengan prinsip yang dirumuskan Al-

Ghazali, Al-Syāṭibī, dan Ibn „Āsyūr. Kantor Wilayah Kementerian 

Agama memiliki kewenangan administratif dan pembinaan, seperti 

verifikasi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), 

pengawasan penggunaan dana jamaah, mediasi sengketa, serta 

penerapan sanksi administratif. Sementara itu, Kepolisian Daerah 

berwenang melakukan penyelidikan, penindakan pidana, dan 

perlindungan hukum ketika terjadi penipuan, penggelapan dana, atau 

ancaman keselamatan jamaah. Dalam perspektif maqāṣid syarī„ah, 

kedua lembaga ini berperan menjaga tiga dharuriyyāt utama, yaitu: (a) 

Hifz al-Māl, kewenangan pengawasan dana, audit, dan penegakan 

hukum melindungi harta jamaah; (b) Hifz ad-Dīn, mediasi, kepastian 

keberangkatan, dan penegakan standar layanan menjamin kelancaran 

ibadah; dan (3) Hifz an-Nafs, pemeriksaan keamanan perjalanan, 

pendampingan, dan penindakan atas ancaman melindungi jiwa jamaah. 

Integrasi kewenangan ini memastikan penyelesaian sengketa berjalan 

adil, transparan, dan selaras dengan tujuan syariat. 

B. Saran-saran 

1. Kantor Wilayah Kementrian Agama dan Kepolisian Daerah di seluruh 

Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu perlu memperkuat 

pengawasan terhadap agen travel umrah yang terdaftar dan 



 

 

 

memastikan bahwa semua agen mematuhi standar pelayanan yang 

telah ditetapkan, termasuk transparansi dalam penggunaan dana 

jamaah. 

2. Kantor Wilayah Kementrian Agama dan Kepolisian Daerah di seluruh 

Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu perlu memberikan sarana 

dan fasilitas edukasi kepada jamaah tentang pentingnya memilih agen 

travel yang sah dan terpercaya juga dapat membantu mengurangi 

potensi penipuan. 

3. Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi 

Bengkulu perlu terus meningkatkan penegakan hukum terkait tindak 

pidana yang merugikan jamaah umrah, seperti penipuan atau 

penggelapan dana. Tindakan yang cepat dan tegas dalam menyelidiki 

serta memproses kasus dapat memberikan efek jera bagi 

penyelenggara yang tidak bertanggung jawab. 

4. Kantor Wilayah Kementrian Agama dan Kepolisian Daerah di seluruh 

Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu dapat lebih gencar 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan jamaah tentang hak-hak 

mereka sebagai konsumen umrah, serta jalur hukum yang dapat 

ditempuh jika terjadi penipuan atau pelanggaran. Ini penting untuk 

meningkatkan kesadaran jamaah dalam menghindari kerugian. 

5. Menghindari sengketa yang berlarut-larut, koordinasi yang lebih erat 

antara Kantor Wilayah Kementrian Agama dan Kepolisian Daerah di 

seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Bengkulu sangat 

diperlukan, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan 

unsur pidana. Sinergi antara lembaga administratif dan penegak 

hukum ini dapat memastikan proses penyelesaian yang lebih cepat 

dan efisien. 
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